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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120/Permentan/OT.140/11/2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA DALAM NEGERI
DI BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pengembangan

Sumber Daya Manusia dibutuhkan sumberdaya eksternal dengan
melakukan kerjasama dengan lembaga lain agar tercapai peningkatan
kapasitas peran dan fungsi Sumber Daya Manusia maupun kelembagaan
pertanian;

. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman,

koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan kerjasama dalam negeri
serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perlu menetapkan
Pedoman Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5307);

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah
Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian Malang;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah
Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan
Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tatacara
Pelaksanaan ~ Penggunaan,  Pemanfaatan, = Penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/ OT.140/5/2008
tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Pertanian;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu I1;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/2/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT.140/9/2011
tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non
Aparatur;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4/Permentan/ OT.140/10/2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
Pertanian Dalam Negeri dan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KERJASAMA DALAM NEGERI DI BIDANG
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum dan acuan dalam
pengelolaan kerjasama dalam negeri lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1406



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 120/Permentan/OT.140/11/2013
TANGGAL  : 26 Nopember 2013

PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA DALAM NEGERI
DI BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi lingkungan yang semakin dinamis dan kompleks, Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) menetapkan
suatu program yang difokuskan pada pengembangan SDM dan kelembagaan petani.
Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan SDM pertanian yang kreatif, inovatif, dan
berwawasan global melalui peningkatan kemandirian petani, profesionalisme aparat
pertanian, serta pengembangan kelembagaan pertanian yang modern, dan peningkatan
kualitas kemitraan petani yang saling menguntungkan.

Segala kegiatan pemberdayaan yang telah diselenggarakan oleh BPPSDMP dimaksudkan
untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian serta terciptanya pelayanan
prima dari kelembagaan pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut diwujudkan melalui
penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian, baik yang
diselenggarakan oleh pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPSDMP
dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki yang mencakup SDM, prasarana
dan sarana, serta teknologi dan informasi.

Berbagai kegiatan terkait penyuluhan dan pengembangan SDM yang telah diselenggarakan
oleh pusat dan UPT lingkup BPPSDMP belum sepenuhnya memanfaatkan segala sumber
daya internal secara maksimal dan optimal. Selain itu, dalam penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan tertentu juga dibutuhkan sumberdaya eksternal. Upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan pemanfaatan sekaligus memenuhi kekurangan sumber daya adalah dengan
melakukan kerjasama dengan lembaga lain, baik secara teknis maupun non teknis, dalam
lingkup regional, nasional maupun internasional. Melalui kerjasama tersebut diharapkan akan
tercapai peningkatan kapasitas peran dan fungsi SDM maupun kelembagaan pertanian.

Kerjasama dengan berbagai lembaga telah dilakukan BPPSDMP baik berdasarkan inisiatif
BPPSDMP maupun mitra kerjasama. Kerjasama dilakukan dengan mengacu pada perjanjian
yang telah disepakati antara unit kerja/UPT lingkup BPPSDMP dengan mitra kerjasama.
Dengan mempertimbangkan kegiatan kerjasama yang semakin beragam, maka diperlukan
payung hukum dan pedoman yang dapat menjadi acuan pelaksanaan kerjasama. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri di
Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang dapat menjadi
dasar hukum sekaligus acuan dalam pelaksanaan kerjasama bidang penyuluhan, pelatihan,
pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan untuk mengelola kegiatan
kerjasama dalam negeri di bidang penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standardisasi dan
sertifikasi profesi pertanian dengan lembaga/instansi/ badan/organisasi bidang pertanian.

Pedoman ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan kerjasama bagi pembuat kebijakan,
perencana, unit kerja/UPT dan pengelola kegiatan;



2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas kerjasama dalam negeri;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan unit kerja/UPT lingkup BPPSDMP.

Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup Pedoman Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian meliputi jenis dan bentuk kerjasama, pengelolaan kerjasama
dan pembinaan, pengendalian dan pelaporan.

Kebijakan

BPPSDMP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM)
pertanian, dan menjalan fungsi: 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di
bidang pengembangan penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standarisasi dan sertifikasi SDM
pertanian; 2) pelaksanaan penyusunan, pelatihan, pendidikan, standarisasi dan sertifikasi
SDM pertanian; 3) pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, penyuluhan, pelatihan,
pendidikan, standarisasi dan sertifikasi SDM Pertanian; dan 4) pelaksanaan administrasi
BPPSDMP. Penyelenggaraan kerjasama dalam negeri secara terus menerus diupayakan dan
dikembangkan dengan tetap memperhatikan tugas fungsi dan mengutamakan kebijakan
program dan kegiatan BPPSDMP, serta meningkatkan efektifikas pemanfaatannya sesuai
peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan kerjasama dalam negeri merupakan
sarana bertukar informasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
sumber daya manusia dalam pencapaian target program dan kegiatan BPPSDMP. Selain itu,
penyelenggaraan kerjasama dalam negeri juga dapat membantu menyempurnakan sistem
perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.

Sasaran

Terwujudnya persamaan persepsi dalam pengelolaan kerjasama dalam negeri oleh unit kerja
dan UPT lingkup BPPSDMP.

Pengertian
Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang
selanjutnya disebut BPPSDMP adalah unit kerja eselon 1 lingkup Kementerian
Pertanian.

Unit kerja adalah unit kerja eselon Il pusat lingkup BPPSDMP.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan kerja lingkup BPPSDMP yang
melaksanakan tugas teknis pada wilayah tertentu dan pembentukannya ditetapkan oleh
Menteri Pertanian.

4. Kerjasama dalam negeri adalah kerjasama antara BPPSDMP baik pusat maupun UPT
dengan  mitra kerjasama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan untuk
pengembangan sumber daya manusia pertanian.

5. Mitra Kerjasama adalah instansi atau lembaga pemerintah, swasta, dan perorangan yang
terkait dalam pelaksanaan kerjasama di bidang penyuluhan dan pengembangan
sumberdaya manusia pertanian.

6. Bentuk kerjasama adalah kerjasama penyelenggaraan, pendayagunaan ketenagaan,
pemanfaatan prasarana dan sarana, serta teknologi dan informasi.

7. Perjanjian Kerjasama adalah naskah perjanjian yang dibuat bersama antara BPPSDMP
dan mitra kerjasama yang berisikan maksud, tujuan, ruang lingkup, dasar pelaksanaan,
hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, tempat/lokasi kegiatan, pembiayaan,



pengawasan dan pengendalian, dan keadaan memaksa, perselisinan dan lain-lain sebagai
suatu dokumen pengikat resmi dalam penyelenggaraan kerjasama.

Prasarana adalah fasilitas penunjang utama baik berupa lahan dan bangunan fisik
maupun fasilitas penunjang lainnya yang merupakan barang tidak bergerak dan
digunakan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.

Sarana adalah peralatan dan/atau media yang merupakan benda bergerak dan digunakan
untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB Il
CAKUPAN DAN BENTUK KERJASAMA

A. Cakupan Kerjasama

Kerjasama ditujukan untuk mengembangkan sistem dan metode penyelenggaraan,
kelembagaan, kapasitas ketenagaan di bidang penyuluhan, pelatihan, pendidikan,
standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

B. Bentuk Kerjasama

1.

Penyelenggaraan

Kerjasama penyelenggaraan berupa kerjasama pengelolaan kegiatan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, yang bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan dengan memanfaatan
SDM serta prasarana dan sarana unit kerja/UPT.

. Pendayagunaan ketenagaan

Kerjasama pendayagunaan ketenagaan berupa kerjasama penyediaan ketenagaan di
bidang penyuluhan, pelatihan, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
oleh unit kerja/UPT atau mitra kerja sama yang berupa layanan dan/atau fasilitasi dan/atau
konsultasi teknis dan/atau manajemen.

. Pemanfaatan teknologi dan informasi

Bentuk kerjasama pemanfaatan teknologi dan informasi berupa kegiatan yang
memanfaatkan teknologi dan informasi dari unit kerja/UPT atau mitra kerjasama yang
ditujukan untuk meningkatkan kompetensi SDM dan kelembagaan penyuluhan, pelatihan,
pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

. Pemanfaatan prasarana dan sarana

Bentuk kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana berupa layanan penyediaan
prasarana dan sarana oleh unit kerja/UPT yang ditujukan untuk optimalisasi prasarana dan
sarana yang dimiliki unit kerja/UPT.

BAB Il
PENGELOLAAN KERJASAMA

Prinsip pengelolaan kerjasama: (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama; (2)
saling mempercayai, membutuhkan, menghormati, dan menguntungkan; (3) dilaksanakan oleh
tim/petugas yang ditetapkan; (4) dapat dipertanggungjawabkan; (5) sesuai tugas dan fungsi,
efektif dan efisien; dan (6) bersifat kelembagaan.

Pengelolaan kerjasama dapat dilihat pada Bagan Alur Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri di
Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebagaimana terlampir.

A. Perencanaan

1. Penjajakan

Penjajakan dilakukan untuk menilai kelayakan rencana kerjasama. Kegiatan diawali
dengan identifikasi potensi dan peluang kerjasama yang dimiliki unit kerja/UPT melalui



inventarisasi aset yang dimiliki, baik SDM, prasarana dan sarana serta teknologi dan
informasi. Penjajakan dilakukan terhadap calon mitra kerjasama yang didasarkan pada
tugas dan fungsi BPPSDMP untuk memastikan terpenuhinya persyaratan calon mitra
kerjasama sebagai berikut:

kejelasan status hukum;

kualifikasi yang baik;

dukungan manajemen;

ketersediaan sumberdaya yang memadai;

kesediaan dan komitmen untuk menjalin kerjasama yang baik dan menanggung risiko
bersama;

f. kesediaan bertukar dan berbagi informasi;

g. kesediaan mematuhi aturan dan kebijakan yang berlaku.

o0 o

Penjajakan dilakukan oleh bidang yang menangani kerjasama pada unit kerja/UPT
ataupun petugas lain yang ditetapkan oleh pimpinan kelembagaan unit kerja/UPT yang
hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada pimpinan kelembagaan unit kerja/UPT untuk
dipelajari dan dinilai kelayakannya.

Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar
pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

. Pengusulan

Usulan kerjasama dapat berasal dari unit kerja/UPT BPPSDMP maupun dari calon mitra
kerjasama.

a. Pengusulan kerjasama dari unit kerja/UPT BPPSDMP dilakukan dengan:

1) menginventarisasi program unggulan/utama peningkatan kompetensi SDM
pertanian dan kapasitas kelembagaan petani maupun kelembagaan BPPSDMP;

2) menyusun dan menyebarluaskan informasi terkait dengan profil kelembagaan unit
kerja/UPT yang memuat pengalaman dan keberhasilan, pengetahuan, teknologi,
sumberdaya manusia, prasarana dan sarana yang dibutuhkan mitra kerjasama;

3) menyusun proposal yang mencakup latar belakang, tujuan, output, outcome,
benefit, sasaran, metode, tahapan kegiatan, organisasi pelaksana, waktu dan tempat
pelaksanaan serta rincian anggaran biaya;

4) merumuskan persyaratan perjanjian kerjasama;

5) memverifikasi proposal kerjasama beserta kelengkapan lainnya oleh pimpinan
unitkerja/UPT;

6) menyampaikan usulan kerjasama kepada calon mitra kerja.

b. Pengusulan kerjasama dari calon mitra kerjasama, maka unit kerja/UPT melakukan:

1) menyampaikan usulan kerjasama dari calon mitra kerjasama kepada pimpinan unit
kerja/UPT,;

2) pimpinan unit kerja/UPT memutuskan apakah usulan kerjasama dapat diterima,
perlu perbaikan ataupun ditolak dengan berbagai pertimbangan;

3) menyampaikan dan mengkoordinasikan keputusan kesediaan untuk melaksanakan
kerjasama kepada calon mitra kerjasama.

. Penetapan Perjanjian Kerjasama
Unit kerja/UPT bersama-sama dengan calon mitra kerjasama melakukan:

a. merumuskan sasaran kerjasama dan peran masing-masing dengan jelas;

b. pembahasan substansi isi Perjanjian Kerjasama antara unit kerja/UPT dengan calon
mitra kerjasama;

c. menelaah kerangka kerjasama yang memuat hal-hal antara lain: (a) maksud dan tujuan
kerjasama; (b) ruang lingkup kerjasama; (c) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
(d) jangka waktu kerjasama; (e) tempat/lokasi kerjasama; (f) pembiayaan; (g)



pengaturan hasil kerjasama; (h) keadaan memaksa (force majeure); (i) penyelesaian
perselisihan; (j) perubahan/perpanjangan kerjasama; dan (k) lain-lain/penutup;

d. menyusun Draft Perjanjian Kerjasama yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan
Kerjasama (KAK). Contoh Perjanjian Kerjasama dan KAK sebagaimana Form 1 dan
2;

e. Draft Perjanjian Kerjasama yang sudah disetujui calon mitra kerjasama selanjutnya
dikonsultasikan ke pimpinan unit kerja/UPT.

f. Draft Perjanjian Kerjasama hasil konsultasi dengan pimpinan unit kerja/UPT
dikonsultasikan ke Hukum dan Tata Laksana (HKTL).

g. Perjanjian Kerjasama ditandatangani pimpinan unit kerja/UPT dan apabila kerjasama
dinilai akan dapat merubah struktur kerja unit kerja/UPT, maka penandatanganan
dilakukan oleh Kepala BPPSDMP;

h. Perjanjian Kerjasama berlaku sejak tanggal ditandatangani.

B. Pengorganisasian

Pengorganisasian kerjasama dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada
unit kerja/UPT BPPSDMP.

1. Kepala BPPSDMP mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a. membina kegiatan kerjasama;
b. melimpahkan kegiatan kerjasama kepada pimpinan unit kerja/UPT;
c. mengesahkan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati bersama apabila diperlukan.

2. Eselon Il lingkup Pusat BPPSDMP selaku koordinator UPT bersangkutan sebagai
Pembina kegiatan kerjasama, mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan instansi dan
instansi lain;

b. melakukan pembinaan, pemantauan dan memfasilitasi proses kerjasama unit
kerja/UPT,;

c. mengesahkan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati bersama apabila diperlukan.

3. Kepala UPT sebagai penanggung jawab kerjasama, mempunyai wewenang:

a. memastikan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku;

b. menandatangani Perjanjian Kerjasama;

c. mengorganisasikan tim pelaksana kerjasama.

C. Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatangan
Perjanjian Kerjasama. Pelaksanaan kerjasama didahului dengan penetapan tim pelaksana
kerjasama oleh pimpinan unit kerja/UPT yang memiliki tugas:

1. Membahas, merumuskan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis
bersama mitra kerjasama;

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama,;

3. Membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan kerjasama kepada pimpinan unit
kerja/UPT dan diteruskan ke Kepala BPPSDMP.

Dalam melaksanakan kerjasama, wunit kerja/UPT harus memperhatikan dan
mempertimbangkan:

1. Kesiapan dan potensi yang dimiliki;

2. Berkewajiban melakukan penatausahaan kerjasama yang meliputi penatausahaan
keuangan, sarana dan hasil kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;



3. Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan sumberdaya lainnya didasarkan pada
kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama,;

4. Segala bentuk tambahan prasarana dan sarana pada unit kerja/UPT dari hasil kerjasama
tersebut dicatat sebagai barang inventaris unit kerja/UPT, dilengkapi dengan berita acara
serah terima barang;

5. Pembiayaan kegiatan kerjasama diadministrasikan dan dikelola dengan baik sesuai
dengan Perjanjian Kerjasama.

Unit kerja/UPT dalam melaksanakan kegiatan kerjasama harus memperhatikan dan
mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan kerjasama, sebagai berikut:

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama dimulai dan berakhir sesuai dengan
kesepahaman Perjanjian Kerjasama;

2. Perpanjangan kerjasama dapat dilakukan dengan menyusun kembali kesepahaman
Perjanjian Kerjasama yang baru sebelum kesepahaman Perjanjian Kerjasama berakhir
jangka waktunya.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Agar pelaksanaan kerjasama mencapai Ssasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian
Kerjasama, diperlukan pembinaan dan pengendalian secara berkala olenh Kepala BPPSDMP
melalui eselon 11 Pusat lingkup BPPSDMP.

A. Pembinaan

1. Pembinaan teknis mencakup pembinaan aspek administrasi dan proses pengelolaan
kerjasama untuk meningkatkan Kinerja, kualitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
kerjasama;

2. Pembinaan dilakukan secara periodik dari perencanaan sampai dengan berakhirnya
pelaksanaan kerjasama sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;

3. Hasil pembinaan digunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan peningkatan kualitas
pengelolaan kerjasama yang akan datang.

B. Pengendalian

1. Pengendalian kerjasama dilakukan terhadap aspek administrasi dan proses pengelolaan
kerjasama;

2. Pengendalian pengelolaan kerjasama dapat dibantu pelaksanaannya oleh satuan pelaksana
pengendalian internal pada masing-masing satuan pelaksana pada tingkat Pusat maupun
UPT pengelola kerjasama;

3. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan kerjasama dilakukan berdasarkan Perjanjian
Kerjasama.

C. Pelaporan

Pelaporan dimaksudkan untuk melihat efektivitas pemanfaatan sumberdaya/input yang
digunakan, proses dan pencapaian tujuan dan sasaran, keluaran, hasil, manfaat, serta dampak
dari pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi
lingkup BPPSDMP, Kementerian Pertanian.

Pelaporan terkait kerjasama terdiri atas Laporan Pelaksanaan Kerjasama yang disusun oleh
tim pelaksana kerjasama dan Laporan Rekapitulasi Triwulan Pelaksanaan Kerjasama yang
disusun oleh UPT. Kedua laporan tersebut diteruskan ke eselon Il Pusat, sesuai Form 3 dan
4.



BAB V
PENUTUP

Pedoman Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan
dan ketentuan yang berlaku yang terkait dengan pengelolaan kerjasama.

Pedoman ini diterbitkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi setiap pengelola kegiatan kerjasama
dalam negeri lingkup BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk dapat mengelola kerjasama dalam
negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sehingga
diperoleh hasil kerjasama yang optimal.

Hal lain yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh masing-masing Eselon Il Pusat dan/atau UPT lingkup
BPPSDMP.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO



Form 1.
CONTOH
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
............ (PIHAK BPPSDMP) ............
DENGAN
............... (MITRA KERJASAMA) ...............

Pada hari ini ......ccceeeevennne Tanggal ........... Bulan ............. Tahun ......... bertempat di

Yang bertandatangan dibawah ini :

Lo, , Jabatan .. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
................. (unit Kerja) .......................... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK

2. , Jabatan .. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
................................ , yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK
menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang
............................................................................. dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) MaKSUd KErJASAMA ......covveiieeieiiieiie e sttt sttt sre e
(2) TUuJuan KEIJASAMA .....eeueiiiiiiiiriesieeieeee st bbb

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN
Kerjasama sebagaimana pada Pasal 1, harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan Kerja

(KAK) yang sudah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.



Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

1. Hak PIHAK KESATU

B et e e — e e e e e e —ee e e e ——eeeae——eeaee——e e e e ——e e e e e e aar———s :
o RO URRRRRRURRRRR :
c. dst.

e et e e ee e e e —ee e e e ——eeeae——e e e e ——eeae——eeraa e e aar——.s :
D e e :
c. dst.

B. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA

SRRSO ;
D bbb s ;
c. dst.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA
TSSO SRPRP PP PRURPRN ;
D ettt ens ;
C. dst.
Pasal 5
KETENTUAN BAGI HASIL
Hasil kerjasama berupa .........ccccccoevevviiieinenncne. PARA PIHAK berhak atas hasil kerjasama
dengan ketentuan sebagai berikut :
L ettt Rttt ettt bt r e e neens
2. dst.
Pasal 6
JANGKA WAKTU
Kerjasama ini dilaksanakan selama ............c.cc.co...... , terhitung mulai ................ sampai dengan
.................... dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
Pasal 7
TEMPAT/LOKASI

Tempat/lokasi Kerjasama di ..........covveiieiiinieiieeee e



Pasal 8
PEMBIAYAAN

(enee e ), dibebankan kepada ..........ccccoevrirnnne dengan
rincian alokasi biaya seperti tercantum dalam kerangka acuan yang telah disepekati oleh PARA
PIHAK.

Pasal 9
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan
berlangsung PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan
pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun
administratif.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” yaitu peristiwa atau kejadian diluar
kekuasaan/kemampuan manusia, termasuk tidak terbatas pada bencana alam, huru-hara,
peperangan, epidemik, kebakaran, resesi ekonomi atau tindakan drastis akibat
diberlakukannya kebijakan pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap
pelaksanaan kerjasama ini.

2. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pada kesempatan pertama, pihak yang mengalami
Force Majeure wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya mengenai
terjadinya peristiwa Force Majeure.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat
untuk diselesaikan secara musyawarah/mufakat.

2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka hal ini dapat
diselesaikan melalui domisili hukum yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,



Form 2

CONTOH
KERANGKA ACUAN KERJASAMA
ANTARA
............ (PIHAK BPPSDMP) ............
DAN

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Faktor yang melatar belakangi pentingnya kegiatan kerjasama, keterkaitan kerjasama
dengan Program BPPSDMP serta manfaat kerjasama bagi BPPSDMP.

2. Tujuan
Maksud dan arah yang ingin dicapai dari kegiatan kerjasama.

OUTPUT
Keluaran yang akan dihasilkan dari kerjasama.

SASARAN
Target atau penerima manfaat dari kegiatan kerjasama.

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT
Rentang waktu, termasuk penjadwalan dan tempat pelaksanaan kegiatan.

TENAGA PELAKSANA DAN ORGANISASI
Pengaturan tim pelaksana kegiatan, termasuk jabatan, tugas serta susunan organisasi
pelaksana serta pengaturan prasarana, sarana dan sumber daya lain yang dibutuhkan.

PEMBIAYAAN
Total dan rincian biaya serta sumber permbiayaan.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Mekanisme dan petugas pelaksana yang terlibat dalam pembinaan, pengendalian dan
pelaporan serta bentuk dan distribusi pelaporan.

LAIN-LAIN
Penanggung Jawab Penanggung Jawab
Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan
pada Mitra Kerjasama pada unit kerja/UPT



Form 3
LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Faktor yang melatarbelakangi pentingnya kegiatan kerjasama, keterkaitan kerjasama
dengan Program BPPSDMP serta manfaat kerjasama bagi BPPSDMP.

2. Tujuan
Maksud dan arah yang ingin dicapai dari kegiatan kerjasama

OUTPUT
Keluaran yang dihasilkan dari kerjasama.

SASARAN
Target atau penerima manfaat dari kegiatan kerjasama.

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT
Rentang waktu, termasuk penjadwalan dan tempat pelaksanaan kegiatan.

TENAGA PELAKSANA DAN ORGANISASI
Pengaturan tim pelaksana kegiatan, termasuk jabatan, tugas serta susunan organisasi
pelaksana serta pengaturan prasarana, sarana dan sumber daya lain yang dibutuhkan.

PEMBIAYAAN
Total dan rincian biaya serta sumber permbiayaan.

HASIL DAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Rincian hasil dan pelaksanaan kerjasama berdasarkan urutan waktu/tahapan kegiatan.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Kendala/hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan serta alternatif solusi yang
diterapkan.

RENCANA TIDAK LANJUT
Kegiatan yang akan dilakukan/rekomendasi yang didapatkan dari kegiatan kerjasama.

LAIN-LAIN

Penanggung Jawab
Pelaksana Kegiatan
pada unit kerja/UPT



LAPORAN REKAPITULASI TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA
.............. (unit kerja/UPT)..........
TRIWULAN: ... TAHUN ....

Form 4

No | Bentuk dan Judul No Nota Cakupan Mitra Waktu dan Sasaran Biayaan dan Hasil Kegiatan | Permasalahan | Rencana Tindak
Kerjasama Kesepakatan | Kerjasama | Kerjasama Tempat Kerjasama Sumber Kerjasama yang dihadapi Lanjut
Kerjasama Pelaksanaan | (termasuk | Pembiayaan
volume)
Penyelenggaraan
1
2
Pendayagunaan
Ketenagaan
1
2

Pemanfaatan teknologi
dan informasi

Pemanfaatan prasarane
dan sarana




BAGAN ALUR PENGELOLAAN KERJASAMA DALAM NEGERI
DI BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

SDM PERTANIAN

No

Aktivitas

Kepala
BPPSDMP

Eselon
Pusat

Pimpinan
unit kerjal

Bidang
Kerjasama

UPT

Kerja

Unit

UPT

Tim
Pelaksana
Kegiatan

Mitra
Kerjasamg

PERENCANAAN

Penjajakan

Melakukan identifikasi
potensi dan peluang

Mempelajari dan menilai
kelayakan kerjasama

Tidak

> )
Mulai)

Conntei)
{"Mutai”)

Pengusulan

Ya

—_

Menginventarisasi ~ dan
menyebarkan  program
unggulan/utama,  profil
serta informasi lain serta
menyusun proposal
kerjasama. Apabila
usulan kerjasama berasal
dari calon mitra
kerjasama, maka
menyampaikan  usulan
kerjasama ke pimpinan

Memverifikasi  diterima
atau tidaknya usulan
ataupun proposal
kerjasama

Ya

|Tida

Menyampaikan
penolakan usulan
kerjasama ke calon mitra
kerjasama

Menyampaikan dan
mengkoordinasikan
usulan  kerjasama

calon mitra kerjasama

ke

Penetapan  Perjanjian
kerjasama

Merumuskan  bersama
sasaran, peran masing-
masing pihak, substansi,
kerangka dan menyusun
Draft Perjanjian
Kerjasama

Tidak

Memberikan persetujuan

_<><_
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terhadap Draft Perjanjian
Kerjasama

Penandatanganan
Perjanjian Kerjasama

Ya

Penandatanganan
Perjanjian Kerjasama
apabila kerjasama dinilai
dapat merubah struktur
unit kerja/UPT

No

Aktivitas

Kepala
BPPSDMP

Eselon
Pusat

Pimpinan
unit kerjal

Bidang

Kerjasama

UPT

Unit
Kerja

UPT

Tim
Pelaksana
Kegiatan

Mitra
Kerjasama

PENGORGANISASIAN

Menetapkan dan
mengorganisasikan  tim
pelaksana kerjasama

A
~—
v

PELAKSANAAN

Membahas, merumuskan
dan menyusun petunjuk
pelaksanaan  dan/atau
petunjuk teknis

--y----

- - -y---

r-——=-—-1
1
1

Melaksanakan dan
membuat laporan
pelaksanaan kerjasama

PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN

Melakukan  pembinaan
dan pengendalian teknis
yang mencakup aspek
administrasi dan proses
pengelolaan  kerjasama
secara periodik

PELAPORAN

Menyusun Laporan
Pelaksanaan Kerjasama
dan Laporan Rekapitulasi
Triwulan  Pelaksanaan
kerjasama

Mengesahkan  Laporan
Pelaksanaan Kerjasama
dan Laporan Rekapitulasi
Triwulan  Pelaksanaan
kerjasama untuk
diteruskan ke eselon |l
pusat

v

Selesai )
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